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" Menimbang |

- Mengingat

: ?ERATURAN DAERBH KOTA AMBON

KDMOR 20 TAHUH 2012

TENTAN G

RETR]BUSI PELAYANAN KEPELABUHAHAK

- BEHGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

| WALEOTA MBGN

ta. bahwa pelabuhan di Kota Ambon yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah merupakan salab satu sumber

pendapatan daerah yang potcnsml bagi Daerah;

. bahwa potensml sebagaimana dimaksud pada huruf a

haras dimanfaatkan secara komersial dan hasiinya harus

o dipergunakan - bagi kepentingan  penyelenggaraan

_:1.

pemeriniahan, penibangunan, dan ehningkatkan
pelayanan kepada masyarakat;

bahwa. Undang-Undang Negara Repubhk Indonesig

- Nemor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Refribusi Daerah {Lergbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomer 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) memberi kewenangan

- bagi Dierahl uniuk melakukan pemungutan Retribusi

Kepe]abﬂhanan sebagaz salah satll jenis retribusi jasa
usaha;

. ‘bahwa. 'berdasarkan pertfmbangan sebagaimana . -

“dimaksud pada huruf 4, huruf b, dan huruf ¢, perlu
miembentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi

_ Kepelabuhanan;

Pasal 18 ayat (6} Undang—Undang Da.sar Negara Republik
Indonesia Takiun 1945;

. Undang-undang No. 60 Tahun 1958 tentang Penetapan

- Undang-undang D_amrat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
- Pemberitukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I dalam

" Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluky (Lembaran =

Negara, Republik  Indonesia ‘Tahun 1957 Nomor 30) '
saebagm Undang-undang, ‘



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Lentang Hukum :
Acara Pidara &embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 ;Nomor 76, Tambahan Lembarm Negam 7 L

Republik Indohesz& Homor 3209);

._Undang—Undangg_A Nomor 10 Tahum 2004 tentang .

Pembentukan Pefaturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia--Tahun 2004 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Nega:a Republik Indonesaa Nomer
4389j; - '

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Tndonesia Nomor 4437} sebagaimana.

telah diubah beberapa kal terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32.Tahun 2004 tentang.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undeng Nomor 33 Tahtn 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan -

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .. '

2004 Nomer 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

- - Indonesia Nomor 4438}; ’

10.

1L

12,

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran” Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nc}imjr 4849};

. Undang—undang Nomor 28 Talmin 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik =
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Izldonesja Nomor 5049}
. Peraturan Pemermtah Nomor 14 Tahun 2000 tenitang

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang -
Berlaku Pada Departemen Perhubungan {Lembaran =

‘Negara Republik Iridonesia Tghun 2000 Nomor 27, - -

Tambahan Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Nomor
3940);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara " Republik
Indonesia Nomor 4145); '

‘Peraturan Pamermtah Nomar 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urisan Pemcrintahan Antara Pemerintahan .

Daerah ' Provinsi, dan  Pemerintahan  Daerah

Kabupaten /Kota; .
Peraturan Daﬂrah Kotamadya Baerah Tingkat T Ambon

Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri &

Sipil Kotamadya Dacrah Tingkat II Ambon;



3.

14,

“Pératuran Daerah Kots Ambon Nomor 3. tahun 2006
tentang - Kepelabuhandn -d Kota Ambon (Lemibaran.
Daerah Kota ~“Ambon ‘Tahun: 2006: Nomer 3 Seri E
Nomor. 02, Tambahan Lembaran Dagcrah Nomor 229)

Peraturan Pémerinitah,- Nomer, 69 Talan 2010 *tentang :

“Tata ‘Cara Peniberian dan” Pemanfantdn Irisentif
- Pemungutan Pajak Dderah “dan Retribusi  Daerah -

{Lembaran Negara Republik, IndoncSIa Tahun 2010.

- Nosnor 119, Tambahan Lembaran Negara Repuhhk

15

Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor g Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan ‘Fata Ker:jas Dinas-.
Dinas Kota Ambon (Lembaran Daersh Kota ‘Ambon

"o ‘Tahun2005. Nombr 03 Sefi'D. Nomcr 2y Tambahan
f‘1‘_.::-,r3:tbr:u‘a:n Daerah Nomor 222}, 2

Dengan Persetujuan Eersama

DEWA'N ”PERWAIHM RAKYAT BAERAH KOTA AMBOH

. Mepetapkan

i '.Daiam Beraturan Daerah i yang dimaksud dengan

'WALIROTA AMBGN-

MEMUT‘USKAN-

PERATHRAN DAERAH TENTAN G RETRIBTJSI PELAYAHAY@

BAE 1. .
KETENTUAN UMUN - S
“Pagal 1" . '.:;i::-:-'r:f'_;.‘-

Daerah adalah Kota Ambon, L

2 : Pemcrmt& Dacrah adalah Pemexmtah :K@ta Ambzm )
3. Walikota adalah Walikota Ambon; - '

aE UT _'5“"7

: 'Dmas Perhubungan adalah Dmas Perhubfungan Kota Ambon;’
~ Kepala Dinas adalah. Kf:paia Dmas Ferhubunvan Kota Ambt)n

. Badan adalah sekumpulan orang danfatau miodal yang mcrupakan
_kesatiian. baik yang melakukan wusabid -maupun ‘yarig tidak melakukan

- usaha yang meliputi perseoran terbatas; perseroan komanditer, perseroan
- . ldinnya, Badan Usaha Milik Negara ataxi.Daerah dcngaﬂ nama dan dalam
_bentuk- apapun; firma, kongsi, . koperasi, dana pensiun, -persekutuan,
- . perkumpulan, yayasamn, organisasi ;passa, organisasi .sosial politik atau
‘organisasi yang sejenis, lemba.ga bentuk usaha tetap dan bentuk usaha.

Iamnya*



Pelayanan adalah keglatan pemerintah daerah berupa wusaha dan
pelayanan yang menyebabkan fasilitas "atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati orang pribadi atau badan hukum;

Retribusi Daerah atau yang sclahjutnya disebut retribusi adalah pungutan

" Daerah’ sebagai pembayaran atas Pelayanan atau pemberian izin tertenta

- 9.

10,

1.

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah’
uniuk kepentingan orang pribadi ataur badan; :

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adslah rétribusi yang dipungut atas
penyediaan pelayanan kepelabuhanan i wilayah Kota;

Surat Ketetapan Refribusi Da;*re&l atau yéng selanjutnya disebut SKRD

adalah surat keputusan yanhg menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang; - ‘ . .

Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk
mengangkut barang dan/ataiy hewan yang menggunakan kapal layar,
kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tfertentiy

. Kapal adalah kendarasm air dengan bentuk dan jenis apapun vang
.digerakkan dengan tenaga, mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk

yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta
alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

. Labuh adalah menurunkan jangkar dari kapal untuk tidak melakukan

ktifitas; NE

dermags;

. Tambat adalah berlabuh dan terikatnya képal - pada tHang pancang

. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan peraitan di

sekitarnya dengan batas-batas _ tertentu  sebagai  tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat

. kapal bersandar, berlabuh, ns#ik: turean penumpang dan/atau bongkar

16.
17.

18.

muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan

kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra . . -

dan antar moda transportasi; - -

Dacrah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKY) adalah persiran dan daratan . -

pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung
untule kegiatan pelabuhan; o [ .
Daerah ngkimgan Kepentingan Pelabuhan (DLKp). adalah perairan di
sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan
untuk menjamin keselamatan pelayaran; -

Kepelabuhanan meliputi scgala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan
penyelenggaraan  pelabuhan. - dan/ateu “kegiatani© lainnya®  dalam
melaksanakan fungsi pelabuhan untulke menunjang kelancaran, keamanan
dan ketertiban arus lalu lintas - kapal, . penumpang. dan/atan barang,

- kesclamatan” berlayar serta tempat perpindahan. intra dan/atau "antar
mmoda; ' : C : S

19.

Wﬂayéh Kota adalah luas ruang yang merupakah kesatuan daratan dan- _
lautan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13

 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat

II Armabon jo. Undang-undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan - '

Daerah;



'20: Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah Pelayanan jasa

-+ kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkupgan pelabuhan yang
. disediakan, dimilild dan/atan dikelola oleh Pemerintah Kota;

- :':21 Subjek Retribusi adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

. Swasta, Perusahaan Asing maupun orang pribadi yang terkait dcngan< A
Pelayanan kepelabuhanan dan transportasi laut:

" BABH
RUANG LINGKUP
. Pasal 2
Ruang ngkup Rctnbum Pelayanan Kepelabuhanan ‘terdiri dari :
! a Labuh Kapal ;
b. Tambat Kapai .
o Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr)

- Ed Daerah Lingkungan Kepenﬁngan Pelabuhan {DLKp),
o e Pelayanan teknis laJnnya

BAB IIX
HAMA OBJEK DAN SU'BJEK RETRIBUSI
Pasal 3 -

{1) Dengan nama Retribusi Pelayanan- Kapelabuhanaﬂ dipungut retribusi

- kepada setiap orang atau badan yang menerima Pelayanan Kepelabuhanan
" dari Pemerintah Kota. .
. {2 Objek - Retribusi . Pelayanan Kepelabuhanm adalah pelayaman .
.. - kepelabuhanan termasuk fasilitas laintyya di lingkungan pelabuban yang
_ disedinkan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

o {3} Dikecualikan dari Ob;ck Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

_adalah pelayanan jasa kepelabuhanan. yang disediakan, dlmﬂ:lkl dan/ a‘;au .
dlkelola oleh. BUMN, BUMD dan pihak swasta.

;A‘,{zl»} Sub_}ek Retribusi adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
: yang

Swasta, -~ Perusahaan Asing  maupun orang pnba.dl
menggunakan/ menikmati pelayanan kepelabuhenan - yallg
dirniliki dan/ateu dikelola oleh Pemeriniah Kota

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI -
o © Pasal 4
. Retribusi Pelayanan Kepé]abuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha



BABV . B
- CARA MENGURUR TINGRAT PENGGUNAAN PELAVANAN = .
. Pasal 5 NP
Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kepelabuhanan divkur - berdesarksn,
frekuensi, jangka waktu, volume, luas areal dan jumlah objek Retribusi. -

BAR VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYVA RETRIBTST -
Pasal 6 o _
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarmya, tarif retribusi jasa pelayanan

layak;

kepelabuhanan didasarkan pada figuan untuk memperoleh keuntungan yang '

(2 Keuntungan  yang lay'ak sebagaiména dimaksud pada ajrét (1) adalsh
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa kepelabuhanan tersebut
dilakulkan secara efisien dan berorentasi pada harga pasar. . . -

_ - BAB VI N
STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSK
_ Pasal 7 '
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan terdiri atas :

‘ JENISPELAYANAN - | npsam RETRIBUSE
1. Labuh - Kapal Motor/Motor Tempel/Kapal| - - '
Layar Motor S . |Rp. . 5.000/ hari
s < 3GQT . . o : “| Rp. 15.000 / hari

% 23GT <7OoT .. Rp. . 25.000 / hari
¢ Lebih dari7 GT < 10 GT RS T J
2. Pelayanan Tambat Kapal Motor / Motor| »

Tetnpel/ Kapal Layar Motor - B Rp.  ..6.000/ hari-

« < 3GT. - . |Rp. -.25.000/ hari
« > 3GT.< 7GY L . |Rp. 50.000 / hari
» Lebihdard 7 GT < 10GT e

3. Tanda Maswk Orang dan Kendaram &
- Pelabuhan o ' Co
.- &> Tanda Masuk Orang

Rp. 1.000 / sekali masnk
b.. Tanda Masuk Kendaraan '

Tanda Masuk Hatian : - '
: - Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) | Rp. 2.000 / sekali masuk .
[ .- Kendaraan Bermotor Roda .4 ‘Rp. 3.000/ sekali masuk .
, (empat) o N ' '

- - Kendaraan Bermotor Roda 6 Rp. 4.000 / sekali masuk

(enam) ke atas - i :

o - Ketdaraan Tidak Bermotor - - 4 Rp. 1.000 /:sekali masuk |
4. Sampah kapal di Pelabuhan Lokal (>3 GT) Ep. 50.000 per Kunjungan |




BAB VIl
KERJASAMA PIHAK KETIGA
. L Pasal 8 - L ,
_ (1], Dalam hal Pemerintah Daerak. belum menyedlakan sarsna dan prasarang

. dalam pemungutan retribusi Pélayanan kepelabuhanan, maka Pemerintah

i+ Daerah dapat melakitkan kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk menarik
T retr:busn

(2} hez}asa,ma Pihak Ketiga sebagalmana dmlaksud pada ayat (1) akan diatur |
.= dalam Peratiuran Walikeota dengan persetujuan Dewan Perwak,llan ‘Rakyat
) _~,':_Daerah _

Pasal 9

(1’) Tarif retribusi scbagalmana dlmaksud Pasal 7 ditinjau paling laina 3 (tiga}
.. tzhun untuk disesuaikan. -

" {2). Peninjauan taril retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
', dehgan mcmperhaukan indeks harga dan perkembangan perekopomian.

- {3} Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
S '_dltetapkandengan Peraturan Walikota. -

BAB IX
WILAYAH PUNGUTAN
- . | Pasal 10
- -'-v&ma.yah pemungutan retribusi adalah wilayah Kota.

. BAB X1
. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSY TERYJ‘TAEG
' Bagian Pertama
Masa Retribusi Terutang
Pasal 11

A - Masa retnbus,t pelayanan kepelabuhanan adalah Jangka waletu tertentu yang
--merupakan batas waktu bagi Wa]lb Rembusn untuk: memanfaaﬂ;an jasa
- peiayanan kepelabuhanan.

Bagian Kedua
Saat Retribusi Terutang

Pasal 12

’ Saat rembu& terutang ‘adalah pada saat dlterbltkan SKRD atan dokumen lain
ymg ditetapkan.



BAB XiI
TATA CARA PESIUNGUTAN DAIQ’
PEHETAPAH RETRIBUSI
Pasal 13
{1) Retnbu& tidak dapat diborongkan

(2} Retribusi dipangut dengan mengglmakan SKRD atau dokumen lain yang
. dipersamakan. -

(3y Dokumen Iain yang dipersamakan sebacajmana_ dlma_&sud pada ayat {2y
dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.’

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
o Pasal 14 =7
11} Pembayaran Retribusi harus ddakukan secara tuna_l -
@ Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daersh atan tempat Jain 'y

~ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan Qc,ngan menggunakan SKRD atau . -

dokurnen lain yang dipersamakan.

{3) Dalzaen hai pembayaran dilakeakan di tempat lain vang d_itunjuk; maka hasil |

pungutan RetnbuSI wajib disetor ke Kas Daerah selambatdamoatnya 1x 24
jam, -

" 14} Pembayaran retribusi sebag]mana dzmaksud pada ayat { ) dllakukan dengan

menggunakan SSRD,

{5} Bentuk, jenis, uluran dan tata cara pe:ngisiah SSRD, ditetapkaﬁ dengan
Peraturan Walikota.

. Pasal 15
- {n Pembayatjan Retribusi éebagalmana dzmaksud da.lam pasal 13 d;lbenkan
_ tanda bukd pembayaran.
{2) Setap permbayaran dicatat dalam Buku Penerxmaan

(3) Benttuk Tsi, uloaran buku tanda “bulkti pembayaran dan 'buku peneﬁmaaﬁ
retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} dan ayat {2) ditetapkan
dengan Peraturan Walikota,

<+ Pasal 16

1) Untuk melakukan penagihan rembum Walikota dapat menerbztkan STRD
Jika Wajib Retribusi tertenty tidak membayar Tetribusi terutang tepat pada
waktunya atau kurang membayar, - '

2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dldahulm
dengan surat teguran. .
3) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dEngan Peraturan Wahkota

‘wﬁl“-\\:-‘.“r":ﬂgl;i - )



BAB XIV
KEBERKTAN S
Pasal 17

‘ {1} Wajlb retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada ’Waﬁkota atay -
pe_jabat vang dittunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

. :.'(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam baliasa indonesia dengan disertai
- .. alasan-alasan yang jelas.

: 'f{3} Keberatan harus diajukan dalam Jangka wakin paling lama 3 (ti,ga) bulan

- ¢ sejak  tanggal SKRD diterbitkan, .kecuali jika. wajib retribusi dapat

memmjukkan bahwa _}angka waktu it udak d&pat dipenuhi karena keadaan

dﬁuar kakuasaannya

-{-{4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimara diatur pada ayat . {2) ddalah
C-suatu keadaan yang teqad: diluar kehendak atau kekuasaan Wa_]lb

retnbua

_"':”.5(5} Penga;ua‘fn keberatan tidak menunda kewapbml membayar re:tnbus: dan- -
o §elaksanaan penagxhan retribust..

Pasafl 18

: "(1} Wahkota dalam Jangka Wakm paling lama 6 {enam) bulan sejak tanggal surat
o kﬁberat&m diterima harus memberi Keputugan atds keberatan ya.ng djajukan s
%, deéngan menerbitkan stirat keputusan keberatan. _ .
v,_f_f{Z) Keputusan :atas keberatan dapat  berupa: menenma seluml'mya atau
SRR se’bagmn menolak atau menambah besamya retribusi yang terutang.
(3) Apabila jangka waktun sebagaimana yang d}maksud pada ayat (1} telih
' lewat dan Walikota tidak memberi suaf keputusan, kebcratan yang
cha]ukan tersebut diangbap dﬂgabulkan '

Pasal 19
1) Jika pengaguan keberatan dikabulkan sebagian atay’ selurulm‘ya, keletnhan

- pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sﬁhesar 2 %
{dua persen} sebulan untuk palirig lama 12° idua belas] buian :

o [2} Imbalan. bunga sebagalmana ézmaksud p&da ayat (1} djhmmg Selﬂk bulan
o Pelunasan Sampad dengan dlterbltkannya SKRDLB T

BAE XV

TA‘I‘A CA.RA PENGURANGAN, MGANAN
PEMBEBASAIT RETRIBUSI

PasalZO.

‘ {1) Wahko‘fa dapat membcrikan pengurangan kermganan dan pembebaﬁan
' besam 1ya Retribusi,

2 Walikota dapat memberﬂ(an keringan kepada nglb rembum 111’1133L menmida |
atau mengangsur retribust yang terutang dalam kurun Waktu yang
~ ditentukan dengan alasan yang- dapat dxpertanggung jawabkan. -




(3) Tata cara pemberian péng‘m*angan, keringanan dan pembebasan retribiisi .

sebagaimana dirnksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. -

BAB XVI
- KADALUARSA PENAGIHAN .
' Pasal21 . -

melampaui waktu 3 (tga) tahun terhitung sejak sa=t terutangnya retribust,
* Eecual jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Kadatuarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh, jika : . S : o B
a. Diterbitkan surat teguran; atau

b. Ada pengalkuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik iangsung.
maupurn tidak langsung,

(3) Dalam hal diterbitkan surat- teguran sebagaimana dlmaksud pada ayat (2]
. hurat a, kadaluarsa penagihan -dihitung sejak  tanggal diterimanya surat
- teguren tersebut. - o ‘ )

(4) Pengakuan utang retribusi secara latigsung sebagaimana dimaksud pada

- ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan . kesadaranmya menyatakan,

- masih  mempunyai utang retribusi. dan belum  metunasinya kepada -
Pemerintah Kota. ' ' ' :

{5} P&ngakuan utang retribusi -Secara' tidak langsung sebagairnaﬁé" dimaksud -
pada ayat (2] huruf b, dapat diketabui dari pengajuan permohenan angsuran

atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh waiib
- retribusi.

‘Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadalnarsa setelah . -

(1) Piatang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karéna hak -untuk <

- - melakukan penagihan yang sudgh kadaluarsa dapat dihapuskan. -

) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yvang sudah
- kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). :

(3 Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur -
' . dengan Peraturan Walikota. o

BAB XVI
PEMANFAATAN RETRIBUSI
| ' Pasal 23 o .
(1) Pemanfaatan dari penerimaan  retribusi  diutarnakan untuk mendanai *
keglatan yang betkaitan langsung d"epgén pelayanan pelabuhan,

" [2) Ketentuan ﬁlengenai alokasi peranfaatan penerimaan retribusi sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kota.

i0



SANKSI ADMINISTRASI
: ‘Pasal 24 ' _
) "-Dalam hal wagib retribusi tidak mcmbayar tepat waktunya atau kurang bajrar

' ::dzkmakan sanksi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi

- -terhutang yang tidak atau kurang bayar dan d1tagih dengan menggunakan‘ '
. =Sura1: Tagihan Retnbus1 Daerah (STRD} , .

.
¥

‘BAB.XVII . |
Pasal 25

:._"( )Wa_pb retribusi yang fidak melaksanakan kcwegzban se}nngga memglkan
- ~keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (liga)
"bulan atan denda paling banyak 3 (ﬁga) kali retribusi terutang yang tdak

5 - atau kurang dibayar. -
- (2) Tindak pidana sebaga}mana dunaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

" 3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat {1} merupakan peperimaan negar&

P R [
e e} PR

~ BAB XIK s
) INSEHTIF PEMUHGUTAN
S ! 1} Perangkat daerah yang ihelaksanakati pemungutan rembum dan p1hak Iam
- yang memmbantu dapat diheemkan msent:f atas d.asar pf;_ Gapaian ]mmr_]a

tertenw SR
(2} Pewbetian insentif se’baganmana dirtiaksud paﬁa ayat {1} ‘ditetapkan melahai .
“Anggaran Pendapat Belanja Dacrali (APBI¥. *°

- {3} Tata cara pemberian dan pcmanfaatan insentif sebagannan& dlmaksud .
- pada ayat {1) ditaksanakan sesuai dengan peraturan pemnéang—undangan

[4} Dalam hal deerah telah melaksanakan remunerasi pemberian insentd
“sébagaimana dlmaksud pada ayat (11, ayat {2) dan ayat {3) ditiadakan.

. Pasal 27 .

* Tata cara pemartfaatan retribusi-dan insentif” pemungutan scbagalmana'

© dimsksud pada pasal 21 dan pasal 24 diatur lebih- 1&1’1_]1112 dengan Peraturan
' Wahkota
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. BABXX
'PENYIDIKAR
Pasal 28 -

Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNSJ di lingkungan Pemerintah -Dacréh
diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di
bidang Refribusi Pelayanan Kepelabuhanan. '

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri

sifil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat -

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3)-

b. Memeriksa buku-buku, catatan catatan dan dokumen-dekumen lain ~.

. ¢ Meminta bantuan tenaga ahli. dalam rangka pelaksanaan fug&is .

(4 -

_’Wewa;ang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ‘keterangan atau .
laporan dari orang tentang kebenaran suatit perbuatan tindak pidana -

yang dilakukan pada-Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

- dan melakukan penggeledalian untuk mendapatkan - bahan bukh

tentang ' tindak pidana Retribusi  Pelayanan Kepelabuhanan - serta:

.. melakukan penyitaan terhadap bahan bulkti dimaksud;

penyidikan;

d. Memanggil orang untuk mendengar keterangan dan memertksanya -

sebagai tersangka atau saksi;

e. Melakukan tindak lain yang dianggap perlu untuk kelamﬁa:an tindakan

‘e o .
" e

penyidikan tindak pidana retribusi bidang perhubungan laut berdasarkan '

ketertuzan perundang-undangan yang berlaluy;

f Menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan bukti terkait
.dengan -pelanggaran dimaksud setelah- mendapat  petunjuk  dari
penyidik umum.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) scbagaiméana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini memberitahukan dimiainya penyidikan dan menyarapaiksr

- hasilnya kepada penuntut 1mum melalui penyidikan Polisi Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara

Pidana yang berlaku.

BAB XXi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Déﬁgan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaka Peraturan
Daerah Keta Ambon Nomor 1Tahun 2008 Tentang Retribusi Di Bidang
Perhubungan Laut .

1z



: Pasal 30
Perataran Daerah ini muial berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar Setiap oranig mengetahui, memenntahkan pengudangan Peraturan |
‘Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pa,,daiang,,ai 3 Juii 2012 .

~ | pada tanggal 3 Juli 2012

RIS KOTA AMBON, {u/

" TAHUN 2012 NOMOR 20 SERI C NOMOR 11
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k.

PEKJELASAN ATAS
PERATTJRAK DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 20 TAHUN 2012
TEH“‘?ANG‘

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELARUHANAN

Mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemeﬁntahan Daerah, bahwa kewepangan wilayah laut daerah -

Kabupater/Kota adalah 1/3 dari kewenangan wilayah laut dacrah Propinsi

sejauh 12 mil laut dan bagi hasil bagi _peﬁgel&iaan sumber daya. laut

lainnya.

Wilayah perairan Kota Ambon sebabmmana telah dijelask.an dalam
Peraturan Daerah - No. 3 Tahum 2006 tentang Kepelabahanan'
di Kota Ambon terdiri atas perairan Tetuk Ambon Dalam Teluike Ambon _
Luar, Teluk Baguala dan Pantai Selatan. Puiau Ainbon yang memﬂik}

potensi bagi kesejahteraan masyarakat di satu pihak dan di pihak lainnya . . )

semnberikan kontribusi bagi pengelola Pelayanan di Bidang Perhubungan

] Laut.}

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengelolaan wilayah- pérairan
Kota Ambon di Bidang Perhubungan Laut olch Pemerintah dan Swasta

' khusushya Pelayanan kepelabuhanan pada Pelabuhan Umui dan

Pelabuhan Khusus yang ada di Kota Amben perlu mendapat perhatian dari

A_ Petnerintah Kota Ambon dalam menginventarisasi sumber-sumber potensi

. Pendapatan Asli. Daerah (PAD) melalui Pelayanan kepelabubanan yafig -

'fce‘fd:iri dari: Pelayanan . bongkar muat barang, Pelayanan penuinpang,

Pelayanan alat, Pelayanan tambat, Pelayanan labuh dan Pelayanan lainnya
yang mergpakan satu kesatuan dalam Pelayanan kepelabuhanan. .
Pihak pengelola Pelayanan kepelabuhanan yang telah memanfaatkan

dan mengélola Wﬂayah perairan di Kota Ambon selama ini belum

_ memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Ambon. Sehingga perlu

. kepelabuhanan dari Pemerintah Kota Ambon dengan pihak pengelola '

adénya aturan hukum dalam mengatur penarikan retribusi pelayanan

Pelayanan kepelabuhanan yang ada di Kota Ambon.
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' Ii. PASAL DEMI PASAL
o Pasall

o Cukup Jelas
. Pasal 2

: Culmp Jelas
S Pasal 3 - '
B Cukup Jelas
. Pasal 4

Cukup Jelas

Pasa.i 5 ' ‘
Yang dimaksud dengan :

- Frekuensi adalah laju kedatangan kapal (call) vang &1}31111115 da},am
hari.

- Jangka waktu adalah waktu Iamanya objek retr;busz pei ‘satuan
- waktu tertentu dari jenis obiek retribusi.

" - Volume adalah jumlah labuh dan tambat kapal pada pclabuhan Iocal
maupun perairan Kota Ambon.

- Luas Areal adalah lokasi ruang yang digunakan pembangunan jasa
- kepelabuhanan serta wilayah perairan 4 mil Kota Ambon.

- Jumlah objek retribusi adalah Pelabuhan dan fasilitas penunjang
. pelavanan ]asa kepelabuhanan
Pasal 6.
' Cukup Jelas
' Cukup Jelas ke
Pasai 8

Yang dimaksud dengan kerja sama pihak ketiga dLakukar dﬁl&m
. bentuk Memorandum of Understanding (Mol antara Pemermtah Kota
- Ambon dengan PT. Pelindo IV Cabang Ambon.

. Pasal 9
s Cukup Jelas

. - Pasal 10
' Cukup Jelas

_ Pasal 11
' Cukup Jelas

" Pasdl 12
: Culkup Jelas

" . pasal 13
- . Cukup Jelas
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Pasal

Pasal

Pasal

. . Pasal

Pgsal
Pagsl

14
Cukup Jelas

15
Cukugp Jelas

ia
Culkup Jelas

17
-

Cukup Jelas

18
Culup Jelas

io

Cukip Jelas

20 -
Cukup Jelas

21

Cukup Jelas

22
Cukup Jelas
23
Cukup Jelas
24
Cukup Jelas

25 -

Cukup Jelas
26
Cukup Jelas
27
Cukup Jelas
28
Cukup Jelag

Cukup Jelas

Pasarl 3G

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 274

Cukup Jelas
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